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A. Perlindungan Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata
lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat
penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.*’

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau
kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari
sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.®

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini
hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait
pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai
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subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan
hukum.*

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak
sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.®

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma
dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup
antar sesama manusia.**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum
terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan
maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau
batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

a. Perlindungan Hukum Represif
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Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa
atau telah dilakukan suatu pelanggaran.*?
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam,

yaitu :
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang
preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan
yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai
perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi
di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum
terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat

dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak
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pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari
negara hukum.*

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa
perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh
LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur
serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus
ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai
dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan
damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara
hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai
perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).**

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat

dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum
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harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum
menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi,
menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan
hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan
unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.*®

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan
manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum
dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus
ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian
hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan
sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat
mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk
manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat
jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan
keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap
individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh
akan terwujud tujuan hukum secara umum: Ketertiban, keamanan, ketentraman,
kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan
demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu

bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama
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maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh
atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan
juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan
putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.*®

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak
menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem
norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi
norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat
penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh
undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi,
pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya
dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu

harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau
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mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah
politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila
lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan
keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan
tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan
akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.*’

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum
adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta
pengakuan terhadahak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum
bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua
sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan
martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana
perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut
Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.
Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk
menegakkan keadilan khususnya bagi perempuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection
merupakan  kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi
mencapaikeadilan. Kemudian perlindungan  hukum  dikonstruksikan  sebagai

bentukpelayanan, dan subjek yang dilindungi.*®
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B. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit ’perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya
disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik
adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran
terhadap undang-undang tindak pidana.”*®

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh
KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan
pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga
seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah
melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat,
yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam
pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib
apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai
sanksi.

Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam Bahasa

Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai
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perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak
pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang berbeda,
diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut™

Sementara perumusan strafbarfeit menurut Van Hamel dalam buku Satochid
Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat
melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.™

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian
Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek
dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti
perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.>?

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif,
artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif,
artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan
pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

2. Orang yang melanggar larangan itu.”®

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Hal 54

Hal.79
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a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus
dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar Hukum.

2) Kualitas dari si pelaku.

3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan
suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau
yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1
KUHP.
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian,
penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP,
yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.>*
Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan
perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain
berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain

berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:
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a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (Bijkomende
voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana,
(Voorwaarden van verlog baarheid) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.
Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur

tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau

peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh
karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut
tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara

otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin

ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika
pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan

di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan

penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat

dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan

keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351



ayat 1 KUHP tentang penganiaayan diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat
ancaman ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan
kematian menjadi tujuh tahun.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang
menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.
misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini
menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal
lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat
hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada
pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinnya
jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan
pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.
2. Jenis Jenis Tindak Pidana
Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu,
antara lain sebagai berikut:>
a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan
yang dimuat dalam Buku Il dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya

merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke Il dan Buku Il
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melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam
PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten)
dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak
pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan
perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP vyaitu tentang penganiayaan.
Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang
dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang
dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain
sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu
dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau
pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada
kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-
luka.

. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana

dibedakan menjadi dua yaitu :



1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa
perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau
tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan
tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui
bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana
terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana
formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak
sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana
menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (minsdrijven) yang
diatur Dalam Buku Il KUHP dan pelanggaran overtredigen yang diatur dalam Buku
Il KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas
perbedaan prinsipil, yaitu:

a. Kejahatan adalah rechtsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan
dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam
suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan

masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.



b. Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh
masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan

sebagai delik.*®

C. Pengertian Korban

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk
sekadar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimkasud oleh
pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang.

Korban suatau kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang
perorangan, tetapi bisa juga kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.
Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan
lainnya seperti tumbuhan,hewan, ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya
kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini,
korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun
bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban
kejahatan, sebagian dari diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang

dirugikan.®’

% Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar lampung. HIm 86
> Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo, 1993.hlm. 63



b. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun
kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional,
ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak haknya yang fundamental
melalui perbuatn atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing
Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.>®

c. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga

d. Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi,
Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan,
baik fisik, mental, maupun, emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami
pengabaian, pengurungan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat
pelannggaran hak asasi manusia berat, termasuk korban ahli warisnya.

e. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap
korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Korban adalah
perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat
pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan
mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban

di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orag perorangan atau

kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang

menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan,

lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan la ngsung dari

%8 Muladi, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Refika Aditama, 2005. him. 10



korban dan orang- orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban
mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari
kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya
pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu
pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan
perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk kategori korban karena dia
mengalami kerugian baik secara materiil maupun mental.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih untuk
lebih  memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga
kemudian mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut.

a. Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya
penanggulangan kejahatan.

b. Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga
cenderung menjadi korban.

c. Procative victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya
kejahatan.

d. Participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan
dirinya menjadi korban.

e. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang

dibuatnya sendiri>®

>° Didik M. arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma
Dan Realita, raja grafindo persada, Jakarta,hlm. 49



Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan
tipologi korban yang diidentifikasikan menurut keadaan serta status korban, yaitu
sebagao berikut:

a. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan
pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung
jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

b. Provocative victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi
korban, misalnya dalam kasus selingkuh, di mna korban juga sebagai pelaku.

c. Parcticipating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan
sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

d. Biologically week victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan
yang enyebabkan ia menjadi korban.

e. Socially week victims, yaitu mereka yang memeiliki kedudukan sosial yang lemah
yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. Self victimizing victims, yaitu merka yang menjadi korban karena kejahatan
karena kejahatan yang dilakukan sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi,
prostitusi.®
Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen scafer

mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut.

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap mejadi korban

(untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku).

% C. maya indah S.,2014, Perlindungan korban suatu persepektif viktimologi dan
kriminologi,Kencana,Jakarta,hlm.35



b. Korban secra sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang
orang lain untul melakukan kejahatan (untuk tipe ini, korban dinyatakan turut
mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada
pelaku dan korban).

c. Mereka yang secra biologis dan sosial potensial menjadi korban, anak anak, orang
tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas, dan
sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam
hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung
jawab.

d. Korban karena ia sendiri meripakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagali
kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahtan
yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena
ia juga sebagai pelaku.™
Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas

tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu di tanggulangi baik melalui pendekatan yang

sifatnya preemptif, preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara
profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Bekaitan dengan korban kejahatan, perlu di bentuk suatu lembaga yang khusus
menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih  dahulu
suatuinformasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban
dan keluarganya, apabila di kemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan

sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.
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Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh
pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang
sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang
mengalami penderitaan ( fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang
menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena
berbagai alasan, misalnya perasaan takut kemudian hari masyarakat menjadi tahu
kejadian yang menimpa dirinya ( karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya
maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya atau korban
menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan
menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berkibat pada timbulnya
penderitaan yang berkepanjangan, namun tidak sedikit korban atau keluarganya
mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang di
sediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya,
seperti Negara atau lembaga khusus yang di bentuk untuk menangani masalah
gantikerugian korban kejahatan.

b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi

c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku

d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum

e. Hak untuk memperoleh kemBali hak ( harta) miliknya

f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis



g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan sementara, atau,bila

pelaku buron dari tahanan
h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan

kejahatan yang menimpa korban
i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor

telepon atau identitas korban lainnya.®

Deklarasi perserikatan bangsa-bangsa no. 40/a/res/34/tahun 1985 juga telah
menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses
keadilan, khusunya dalam proses peradilan, yaitu:

a. Compassion,respect and recognition

b. Receive information and explaintion about the progress the case

c. Provide information

d. Providing proper assistance

e. Protection of privacy and physical safety

f. Restitution an compensation

g. To accses ti the mechanism of justice system

Sekalipun hak- hak korban kejahatan telah tersedia secra memadai, mulai dari hak
atas bantuan keuangan ( financial ) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan
hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistitensinya
karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan
dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:
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a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam

terhadap pelaku ( tindakan pembalasan)

b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya

tindak pidana

c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya

kejahatan kepada pihak yang berwenang

d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan pada

pelaku

e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya,

sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya

f. Kewjiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya

penanggulan kejahatan

g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak

menjadi korban lagi.”

Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang
tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan
Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan
menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak
berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani
secra tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,
menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakuakan

kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

% Ibid. him.40



D. Pengertian Rehabilitasi

1. Rehabilitasi

Masyarakat seringkali dibingungkan dengan istilah pengobatan dan rehabilitasi,
apakah keduanya memiliki arti yang sama atau berbeda. Untuk itu, sebelum peneliti
membahas lebih jauh terkait rehabilitasi, alangkah baiknya terlebih dahulu
pembahasan diarahkan mengenai definisi rehabilitasi. Hal ini penting karena dengan
memahami definisi rehabilitasi dan hal-hal yang berkenaan dengannya maka tidak
akan terjadi salah pemahaman terhadap pengertian rehabilitasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan
kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota
tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban
bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di
masyarakat.®*

Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan,
pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan
terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.®®

Dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program-program
penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk
membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan

kemampuan yang hilang.®®

% Http://kbbi.web.id/rehabilitasi. Diakses pada Kamis 26 Juli 2018 pukul 14:38 WIB.
8% J.p. Caplin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., tth.),

him. 425.

% Sudarsono, Kamus Konseling (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), him. 203.



Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, definisi rehabilitasi adalah
pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau
pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah
dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan
rekreasi. Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus
dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan
dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut
dengan rehabilitasi.

Sedangkan dalam pengertian lain dengan objek yang lebih spesifik lagi yaitu bagi
korban napza dikatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan
menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat
menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta
kepandaiannya dalam lingkungan hidup.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa rehabilitasi adalah
proses pemulihan yang dilakukan setelah adanya pengobatan. Atas dasar pemahaman
tersebut maka tidak tepat jika menyamakan pengobatan dengan rehabilitasi.

Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat
dibahas secara singkat yaitu:

1. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus
sesuai dengan kebutuhan.

2. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi berupa bantuan,

dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi pada



pemberian kesempatan kepada pasien yang dibantu untuk mencoba
melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangnya
(client centered). Jadi bukan berorientasi pada kemampuan pelaksana atau tim
rehabilitasi (provider centered).

. Arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan.
Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada
pengembalian fungsi dari kernampuan pasien, sedangkan pengembangan
diarahkan untuk menggali/menemukan dan memanfaatkan kemampuan pasien
yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi sosial
dimana ia hidup dan berada. Baik yang bersifat kekinian maupun yang akan
datang.

. Bidang layanan rehabilitasi, adalah pada aspek, medik, sosial dan
keterampilan

a. Usaha rehabilitasi di bidang medik, meliputi aspek medik pada umumnya
maupun aspek medik yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan yang
disandang, agar menjadi berfungsi dan atau mencegah kemungkinan
terjadinya akumulasi kejiwaan yang lebih berat.

b. Usaha rehabilitasi di bidang siosial, mencakup eksistensi diri sebagai
pribadi dan sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi, dimaksudkan
sebagai upaya pengembangan bakat, daya inisiatif dan kreativitas,
kemampuan bercita cita.berkarsa dan berkarya. Usaha rehabilitasi juga
dimaksudkan sebagai sarana pendekatan diri, penyesuaian diri dengan

lingkungan, suasana kerjasama. Jiwa gotong royong, sikap tenggang rasa,



sikap menghargai orang lain, mengenal berbagai corak hubungan antar
personal, ketahanan terhadap keadaan, dan sebagainya.

c. Usaha rehabilitasi di bidang keterampilan meliputi usaha menanamkan,
memupuk, dan mengembangkan keterampilan peserta didik melalui latihan
keterampilan tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan produktif.

5. Bahwa hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi agar mereka mampu
melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan
mampu menjalankan fungsi sosial dengan baik.

Beberapa hal tersebut adalah sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/MENKES/SK/I11/2010
TENTANG PEDOMAN LAYANAN TERAPI DAN REHABILITASI
KOMPREHENSIF PADA GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA BERBASIS
RUMAH SAKIT bahwa rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan pasien gangguan
penggunaan NAPZA baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang

bertujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat.

2. Jenis Jenis Rehabilitasi

Jenis — jenis rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, dan
advokasional.®” Jenisjenis rehabilitasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak berdiri
sendiri-sendiri, tetapi merupakan satukesatuan yang utuh dalam mengantarkan

individu agar mampu mandiri dan terampil dalam kehidupan masyarakat.

87 Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitas i-dan-terapi.html. Diakses pada Minggu
26 Juli 2018 pukul 19:45 WIB.



a. Rehabilitasi Medis Layanan yang diberikan kepada individu yang mengalami
gangguan — gangguan dalam koordinasi gerak, komunikasi, sensorik motor,
dan penyesuaian sosial. Rehabilitasi medis meliputi bidang layanan
fisioterapi, speech therapy, occupational therapy, ortotik protestik. Tenaga —
tenaga ahli yang menangani bidang tersebut adalah tenaga — tenaga profesi
ahli madya yang dihasilkan oleh Departemen Kesehatan. Masing — masing
tenaga tersebut berperan sebagai tenaga adsministrator, konsultan, dan
manajemen bidang rehabilitasi. Adapun peranan guru pendidikan khusus
sebagai mitra kerja, membantu memberikan latihan — latihan dasar dalam
menunjang pelaksanaan pendidikan, terutama apabila tenaga — tenaga tersebut
belum ada di lingkungan sekolah.

b. Rehabilitasi Pendidikan Rehabilitasi pendidikan adalah layanan yang
diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang
pendidikan (praakademik, yaitu baca, tulis, dan hitung). Lembaga pendidikan
yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan
layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Lembaga ini
umumnya diselenggarakan oleh swasta dan pemerintah di bawah pembinaan
Departemen Pendidikan Nasional.

c. Rehabilitasi Sosial Dinas sosial mempunyai program melaksanakan
rehabilitasi di bidang sosial, misalnya layanan rehabilitasi sosial melalui mobil
keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat terutama di pedesaan.

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi,



mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi, atau kondisi lebih parah dari
kondisi sosial sebelumnya.

. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Rehabillitasi Berbasis Masyarakat (RBM)
adalah layanan rehabilitasi yang memanfaatkan potensi sumber daya
masyarakat. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan agar leyanan rehabilitasi
dapat dilakukan sedini mungkin dan merata bagi seluruh masyarakat yang
memerlukannya. Tenaga profesional rehabilitasi keberadaannya belum
mencukupi kebutuhan masyarakat secara merata. Orang yang membutuhkan
layanan khusus tidak hanya berada di perkotaan. Di manapun cenderung
dijumpai mereka yang mengalami gangguan, khususnya anak — anak yang
membutuhkan layanan khusus. Layanan yang dilakukan oleh tenaga
profesional cenderung memerlukan biaya tinggi dan lokasi layanan yang
representatif. Sementara itu, anak — anak yang membutuhkan layanan harus
segera dilayani sejak diketahui adanya gangguan yang dialami mereka.
Rehabilitasi Vokasional Rehabilitasi vokasional dimasudkan untuk
memberikan layanan khusus dalam bidang vokasional atau keterampilan.
Keterampilan yang ditawarkan kepada mereka sifatnya individu, sesuai
dengan kemampuan yang masih dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi
lingkungan sekitar individu tersebut.

Rehabilitasi dalam Keluarga Rehabilitasi dalam keluarga merupakan model
layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang
mengalami gangguan. Orang tua dimaksud terlebih dahulu diberikan latihan

bagaimana cara memberikan layanan kepada anaknya atau keluarga yang



membutuhkan layanan khusus. Orang tua yang sudah dilatih oleh tenaga
profesional tertentu di lembaga formal, melakukan praktik layanan terhadap
anaknya di bawah bimbingan tenaga profesional. Dengan demikian,
diharapkan para orang tua mampu memberikan layanan dirumah. Secara
berkala diadakan evaluasi bersama dan tindak lanjut layanan yang harus
diberikan.”®
Sebagaimana pengobatan, secara umum proses rehabilitasi terdiri dari dua
macam, yang pertama adalah rehabilitasi medis dan yang kedua adalah rehabilitasi
non-medis.
a. Rehabilitasi Medis
Jika yang disebut dengan pengobatan medis secara umum adalah pengobatan
yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan
menggunakan obat-obatan produksi pabrik atau alat-alat yang menggunakan
teknologi canggih, atau secara lebih singkat lagi Amin Syukur mendefinisikannya
sebagai segala sistem pengobatan yang menggunakan alat dan bahan secara bendawi,
baik itu dokter, orang sakti, dukun atau sebutan-sebutan lainnya.”® Maka yang
dimaksud dengan rehabilitasi medis juga kurang lebih sama dengan definisi
pengobatan medis, yaitu segala sistem pemulihan dengan menggunakan alat dan
bahan secara bendawi, baik itu dilakukan oleh dokter, orang yang dianggap sakti,
dukun, tabib dan lain sebagainya. Ilmu Rehabilitasi Medik (disebut juga sebagai ilmu
kedokteran fisik dan rehabilitasi) adalah ilmu yang mengkhususkan diri dalam

pelayanan masyarakat sejak bayi, anak, remaja, dewasa sampai usia tua, yang

%8 Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitas i-dan-terapi.html.Diakses pada Minggu
26 Juli 2018 pukul 19:45 WIB
8 M. Amin Syukur, Sufi Healing, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) , him. 38



memerlukan asuhan rehabilitasi medis. Di mana pelayanan yang diberikan adalah
untuk mencegah terjadinya kecacatan yang mungkin terjadi akibat penyakit yang
diderita serta mengembalikan kemampuan penderita seoptimal mungkin sesuali
kemampuan yang ada pada penderita.

Dokter yang bekerja dalam ruang lingkup Rehabilitasi Medik ini adalah seorang
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Sp. KFR). Dalam menjalankan
tugasnya, seorang dokter Sp. KFR akan bekerja di dalam tim bersama dengan
fisioterapis, ahli terapi wicara, ahli terapi okupasi (untuk aktivitas sehari-hari), ahli
dalam bidang Orthose (alat untuk menguatkan tubuh yang lemah) dan Prothese (alat
untuk mengganti anggota tubuh yang hilang), psikolog, dan pekerja sosial medik.”
Dengan penjelasan mengenai rehabilitasi medis, dapat ditarik kesimpulan bahwa
rehabilitasi medis yang telah hadir pada tahun 1930-an dapat dikategorikan ke dalam
cabang ilmu kedokteran atau sebagai profesi spesialis kedokteran. Rehabilitasi medis
ini menitikberatkan pada pembaharuan dan pemulihan fungsional pasien dari sisi
jasmani atau medis yang diprogram untuk menunjang pencapaian kondisi psikososial,
karya, dan rekreasi yang normal.

b. Rehabilitasi Non-Medis

Rehabilitasi non-medis merupakan pendamping dari rehabilitasi medis.
Sebagaimana pengertian rehabilitasi medis yang hampir sama dengan pengobatan
medis, maka rehabilitasi non-medis adalah proses pemulihan dengan tidak
menggunakan alat dan bahan secara bendawi, baik itu dilakukan oleh dokter, orang

sakti, dukun, tabib atau sebutan lain yang sepadan dengan itu. Atau dalam pengertian

" Http://redboxmedicalplus.wordpress.com/2013/09/24/mengen al-ilmu-rehabilitasi-medik/. Diakses pada
Minggu, 26 Juli 2018 pukul 19:17 WIB.



lain rehabilitasi non-medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu

penyakit apakah mental, spiritual, moral maupun fisik dengan tidak melalui medis.”

3. Obyek/Sasaran Rehabilitasi

Sasaran atau Obyek yang menjadi fokus rehabilitasi adalah manusia (insan) secara
utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut dengan gangguan pada:
a. Mental

Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal, fikiran dan ingatan atau proses
yang berasosiasi dengan akal, fikiran dan ingatan.’® Contohnya seperti mudah lupa,
malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil suatu keputusan
dengan baik dan benar, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara yang
halal dan yang haram.

Kebahagiaan juga bukan hanya dipengaruhi oleh factor ekstrinsik berupa harta
benda dan hal-hal kasat mata lainnya tetapi juga dipengaruhi oleh faktor intrinsic
yaitu keadaan mental. Jadi yang mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan hidup
adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan
diri.”

Menurut Maslow dan Mitlemen kriteria mental yang sehat menurut psikologi

adalah sebagai berikut:

™ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004),

him. 228.

2.C. P. Chaplin, Loc Cit, him. 296.
"3 Zakiyah Daradjat, Kesehatan Psikologi Islam, (Jakarta: Hajimas Agung, 1998) , him. 16



a) Adequate feeling of security; rasa aman yang memadai yaitu berhubungan
dengan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial dan
keluarganya.

b) Adequate self-evaluation; kemampuan memulai dari diri sendiri.

¢) Adequate spontanity and emotionality; memiliki spontanitas dan perasaan
yang memadai dengan orang lain.

d) Efficient contact with reality; mempunyai kontak yang efisien dengan
realitas.

e) Adequate bodily disires and ability to gratifity them; keinginan-keinginan
jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya.

f) Adequate self-knowledge; mempunyai pengetahuan yang wajar.

g) Integrition and concistency of personality; kebribadian yang utuh dan
konsisten.

h) Adequate life good; memiliki tujuan hidup yang wajar.

i) Ability to satisfy the requirements of the group; kemampuan memuaskan
tuntunan kelompok.

j) Adequate emancipation from the group or culture; mempunyai emansipasi

yang memadai dari kelompok atau budaya.”

4. Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi
Sebagai kelanjutan dari pengobatan, rehabilitasi memiliki fungsi yang sangat

penting dalam proses menuju kesembuhan pasien. Rehabilitasi juga bertujuan untuk

™ Zidny Istiqgomah, Rehabilitasi Jiwa Bagi Pasien Pecandu Narkoba,(Semarang: Fakultas Ushuluddin
IAIN Walisongo Semarang, 2005), him., 23.



memberikan penyembuhan secara berkelanjutan dan holistik sehingga pasien
benarbenar sembuh secara total dan siap untuk kembali ke masyarakat dalam keadaan
sehat.

Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi
pencegahan, peningkatan, penyembuhan, pemakaian, serta pemulihan kemampuan
bagi individu yang membutuhkan layanan khusus. Kaitannya dengan pelaksanaan
pelayanan pendidikan terhadap individu tersebut, peranan rehabilitasi secara
paripurna sangat diperlukan. Hal tersebut didasarkan atas masalah yang dialami oleh
masing—-masing individu. Layanan perlu diberikan secara terpadu dan
berkesinambungan. Adapun fungsi utama rehabilitasi adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pemahaman

Memberi pemahaman dan pengertian tentang manusia dan masalahnya dalam
hidup, serta bagaimana menyelesaikan masalah dalam hidup secara baik, benar dan
mulia. Khususnya terhadap gangguan mental, kejiwaan, spiritual dan moral, serta
problematika-problematika lahiriyah maupun batiniyah pada umumnya.

b. Fungsi Pengendalian

Memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktifitas setiap hamba Allah agar
tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah SWT. Sehingga tidak akan
keluar dari hal kebenaran, kebaikan dan kemanafaatan. Cita-cita dan tujuan hidup dan
kehidupan akan dapat tercapai dengan sukses, eksistensi dan esensi diri akan
senantiasa mengalami kemajuan dan perkembangan yang positif serta terjadinya
keselarasan dan harmoni dalam kehidupan bersosialisasi, baik secara vertical maupun

horizontal.



c. Fungsi Analisa ke Depan

Sesungguhnya dengan ilmu ini seseorang akan memiliki potensi dasar untuk
melakukan analisa ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan.
d. Fungsi Pencegahan

Dengan mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ilmu ini, seseorang dapat
terhindar dari keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, dan
spiritual atau mentalnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan potensi preventif.
e. Fungsi Penyembuhan /Perawatan

Rehabilitasi akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan dan
perawatan terhadap gangguan atau penyakit, khususnya terhadap gangguan mental,
spiritual dan kejiwaan seperti dengan berdzikrullah, hati dan jiwa menjadi tenang dan
damai, spirit dan etos kerja akan bersih dan suci dari gangguan setan, jin, iblis, dan
sebagainya.”

Adapun tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai berikut:

a) Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat ketagwaan dan

amal keagamaan di dalam masyarakat;
b) Memberikan kepada setiap individu agar sehat jasmaniyah dan rohaniyah,
atau sehat mental, spiritual, dan moral, atau sehat jiwa dan raganya;

¢) Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi;

d) Menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani;

e) Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945;

f) Mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian;

® Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2004 him., 270-
278



g) Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia, mengikis habis sebab-
sebab dan kemungkinan, timbul serta berkembangnya ateisme, komunisme,
kemusyrikan dan kesesatan masyarakat;

h) Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, dan terampil.”

Tujuan ini akan mengantarkan pada keseimbangan diri dan lingkungan sesuai
dengan fitrah kemanusiaan bagi manusia. Sehingga dalam keadaan lingkungan yang
bagaimanapun kesiapan diri dan kejiwaan yang telah terbentengi yang nilai-nilai
agama tidak akan terpengaruhi dan mengalami goncangan.

E. Pengertian Psikososial

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek
psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis
antara faktor psikis dan sosial, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama
lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada
aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan perilaku) sedangkan sosial
mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya (Pusat
Krisis Fakultas Psikologi Ul). Istilah psikososial berarti menyinggung relasi sosial
yang mencakup faktor-faktor psikologis.”’

Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Korban
Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran memdefinisikan pengertian rehabilitasi
psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang

ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik,

"6 Zidny Istigomah, Loc Cit, him.,11.
" Chaplin, J.P, Kamus Lengkap Psikologi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 25



psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu
menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.”

Tahapan dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi mengacu kepada
Undang Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial khususnya pada pasal 7 ayat 1. Pada ayat 1 disebutkan bahwa:

“Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami difungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar.”

78 «Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan™, (Jakarta: Departemen Sosial RI Direktorat
Jendral Banuan dan Jaminan Sosial Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran,
2003), him. 10



